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Jakarta, 30 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Senin (30/10) pukul 
13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 
perkara 80/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan materi yang 
diuji, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat 
(3). UU Nomor 28/2009. 
 
Pemohon diwakili Hariyadi Budi Santoso Sukamdani selaku Ketua Umum dan Sanny Iskandar selaku 
Sekretaris Umum menguraikan dalam permohonannya, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian 
konstitusional. Pasalnya, perusahaan yang menggunakan generator atau pembangkit listrik mandiri untuk 
kegiatan produksi tetap dikenakan pajak penerangan jalan. Pada sidang perdana, Selasa (17/10), Refly 
Harun, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, seharusnya pengenaan pajak 
penerangan jalan hanya terbatas pada penggunaan listrik yang bersumber dari negara dan digunakan 
untuk kegiatan nonproduksi. Pengenaan pajak tersebut juga menghambat kinerja produksi perusahaan 
karena semakin meningkatnya beban atau kewajiban pajak. 
 
Dengan berlakunya UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan Pemohon 
tidak mendapat perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai, 
seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Jika harus 
dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk 
kegiatan nonproduksi.  
 
Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU a quo bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memberikan jaminan 
kepastian hukum yang adil. Setidaknya, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat  
bila tidak dimaknai bahwa pajak penerangan jalan hanya dikenakan pada tenaga listrik yang bersumber 
dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.  
 
Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati soal kerugian konstitusional 
Pemohon. Saldi juga menyarankan agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusional Pemohon. 
Sementara Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon. 
Selanjutnya Maria menyoroti alat bukti Pemohon. Di dalam daftar alat bukti  dituliskan Bukti P-3 itu 
adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Annisa L.) 
 
 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606.  
laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/

